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LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
TAHUN  2005   NOMOR 4  SERI  E 

 
PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR 

NOMOR   7  TAHUN 2005 
 

TENTANG 
 

PENYELENGGARAAN PASAR 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

WALIKOTA BOGOR, 
 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan 
pemerintahan daerah, Kota Bogor sebagai salah 
satu pusat kegiatan nasional yang berpotensi 
sebagai pintu gerbang ke kawasan-kawasan 
internasional dan mempunyai potensi mendorong 
daerah sekitarnya sebagai pusat jasa dengan skala 
pelayanan nasional dan propinsi, perlu mengatur 
perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan tata 
ruang, penyediaan sarana dan prasarana umum, 
menfasilitasi pengembangan usaha kecil dan 
menengah, serta pelayanan administrasi 
penanaman modal; 
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b. bahwa dengan semakin terbukanya pasar lokal 
sebagai akibat dari proses globalisasi harus 
menjamin peningkatan kesejahteraan warga, 
menjamin tumbuhnya dunia usaha dalam 
persaingan yang sehat dan wajar, serta menjamin 
keseimbangan antara kepentingan konsumen dan 
produsen; 

 
c. bahwa dalam rangka pembinaan, pengawasan, 

dan pengendalian terhadap penyelenggaraan 
perpasaran menuju terwujudnya kota jasa yang 
nyaman perlu diatur penyelenggaraan pasar; 

 
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu 
menetapkan Peraturan Daerah tentang 
Penyelenggaraan Pasar; 

 
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, 
Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa 
Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 551); 

 
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang 

Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 1, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 2818) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 46, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 2943); 
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  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang 

Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 33, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 2853) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 47, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 2944);  

 
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang 

Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia           
Nomor 3209); 

 
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang 

Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3214); 

 
6. Undang-Undang Nomor 71 Tahun 1987 tentang 

Kamar Dagang dan Industri (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 8, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3345); 

 
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang 

Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia                 
Nomor 3501);  
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  8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang 

Perkoperasian (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia     
Nomor 3502);  

  
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995                

tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3587);  

 
10. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang 

Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3611); 

 
11. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3685) sebagaimana telah diubah                 
dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200 
Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4048); 

 
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang 

Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3699); 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.bphn.go.id/

http://www.bphn.go.id/data/documents/92uu025pdf
http://www.bphn.go.id/data/documents/95uu01.pdf
http://www.bphn.go.id/data/documents/95uu09.pdf
http://www.bphn.go.id/data/documents/97uu018.pdf
http://www.bphn.go.id/data/documents/97uu023.pdf


195
 

  13. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang 
Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha 
Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3817); 

 
14. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42,     
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3821); 

 
15. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999        

tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan 
Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme                
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3851); 

 
16. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang 

Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4247); 

 
17. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003              

tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4279); 

 
18. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4389); 
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